
Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Tahun 195.0 
Nomor 44); 

2. LJn<lang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi 
dan Kolusl -dan Neporisme (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun .1999 Nomor 75, 'Farnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 38.:il); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20'03 tentang Keuangan 

Negara (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003, 

Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Pembentukan 
: l. Undang-Un@arlg Nornor 15 Tahun 1950 tentang Mengingat 

Perranggungjawa:ban. Pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan 

Belanja Daerah, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012 

perlu menetapka}, Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggai:an Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Slernan Tahun Anggaran 2012; 

.. . . - . . .. - . . 

bahwa oerdasarkan kerentuan PasaJ LO Peraturan Daerah 
Rabupat~n' Sleman \~~rn·~r·>:.:·- Tahun 2013 tentang 

Menirnbang, 

BUPA1:J SLEMAN, 
·;.· • ..'t",t·,,. 

DENGA(ll RAHlYJ'A.TTUH;\N YANG MAHA ESA 
•'.: . ; \• 

PEt'\JABARAN PERTANGGUNGJA W ABAN PELAKSANAAN 

ANGHARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

TAHUN ANGGA.~ 2012 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR: '.51 TAHU!\' 2013 

BUPATI SLEMAN 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 'Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4437j sebagaimana 
telah diubah terakhir dcngan Undan:g-Undang Nomor 1;2 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
.lndonesia .Nomor 4844); 

8. l!ndang-Undang Nornor 33 Tahun · 2004 tentang 
Pcrimbanga.n Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor-4438); 

9. .Undang-U.ndang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Dacrah dan Retribusl Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia: Tahun 20Q9 Nomor 1.30, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nornor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor- 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-lJndang 1950 
Nornor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten di .Jawa 1'imur/Tcngah/Barat dan 

tentang 
Republik 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 442 I)~ 
7. t:n:da1sg0Undang- Nomor 32 1'ahun 2004 

~ 
Perherintahan Daerah (Lernbaran Negara 

Pcmeriksaan Pengclolaan dan Tanggung .Jawab Keuarrgan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44.00); 

6, Undang-Undan$ Nomor Q5 Tahun ·2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 

4_ Uudung-Undang Nornor l Tahun 2004 teruang 
Perbendah araan Negara [l-embaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor $, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43&5); 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 20.04 ten tang 

Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 



Dacrah Istimewa Yowakarta (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 5.9); 

11. Peraturan Peme;_inlah Nomor 109 Tabun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah [Lernbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000 

Nornor 210, Tambahan Lc:r:nbaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintcib Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4416) sebagairnana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 ientang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pem.erintah Nomor 24 
Tahun 2.004 tentang;Kedudulsan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan. Anggoca Dewan Perwakilan Rakyat Daerab 
[Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2007 

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indorresia Nornor 4 712); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layan\3.11 Umurn (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2(:)05 Nornor 48, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indcnesia 
Nornor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pernerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49-, Tambaha.n 
Lcrnbarajj Negara Republik Indonesia:Nom.or, 4503); 

15. Peraturan Pcrnerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pcrnerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun '2{:ll 1 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan PengeloJaan 
Keuanzan Daerah · 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4575); 

J 7 . Peraturan Pcmerintah Nomor 5i6 Tahun 2005 tentang 

Siscem Informnsi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lcrnbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 .Nomor 140, Tarnbahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 4578); 

19. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

1'ah1.U1 2005 Nomor 15.0, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerin1~h Norner 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pernbinaan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Daerah [l.embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593.); 

2L Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tcntang 

P.elaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemcrintah 'Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5272); 

2~t Per'aturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor .13 Tahun 2006 

Keuangan Daerah 



. 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupacen Sleman 

Nornor 7 Tahun 2007 teruang Perubahari Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keua,ngan 

Pirnpinan darr Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

Kabupaten Steman (Lembaran Daerah Kaoupaten Steman 
Tahun. 2007 Nomor 2 Seri E); 

26. Peraruran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Penge.claan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 
Nornor 2 Seti' E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Slernan Nornor 8 

Tahun 2008 tentang Un1san Pernerintah Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Steman (Lernbaran 
Daerah Kabt.tp;aten Steman Tahun 2G08 Nomor 3 Seri EJ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Slernan Nornor 17 

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 {Lembaran Daerah 
Kabupa ren Slernan Tahun 2011 Nomor 3 Seri A); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedeman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2'012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nornor 32 Tahun 2011 ten.tang Pedoman Pemberian Hibah 
clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan. Daerah Kabupaten Sleman. Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

Kabupaten Sleman [Lernbaran Daerah Kabupaten Slernan 

Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah 



888. 587 .099. 700,83 

45.473• 123,03 

0,00 

4,5.170.865:0.15,00 

13 .974.609.p_00,00 

23.824. 947 .196,28 
22.157.039.000,00 

l.193.672.56J,QO 

99'4.953.506.098, 14 

b. belanja 

1. b,clanja ridak langsung 

a) belanja pegawai .. . .. .. .. Rp 

b) belanja bunga.... .. .. Rp 

G) bclanja subsidi .. Rp 

d) belanja hibah ,..................... Rp 
e) belanja bantuan sosial.. ....... ,...... Rp 

fj belanja bagi has ii........................ Rp 

g) belan]a bantuan keuangan .. o...... Rp 
h] belanja tidak terctuga................... Rp 

Jumlah belanja tidak langsung . Rp 

1.589. 722.974 .409,13 Rp •······························ .Jurnlah pendapatan 

301.069.539.284,J 3 

1.281. 708.216.150,00 

6.945.218. 975,00 

Rp 

Rp 

Rp 

1. pcndapatan asli daerah , . 

2, dana transfer - . 

3. lain-lain pendapatan yang sah ,. . 

a. -pendapatar_ 

Laporan r~ealisasi Anggaran. Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: 

Pasal l 

PENDAPATAN DAN BELANvA DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

Ti\HUN ANGG,A.RAN 2012 

PERTANGGUNGJAWABAN 
PENJABAR.\N 

ANGGARAN 

TENTANG 

PELA1<$ANAAN 

13UPATJ Menetapkarr : PER/\TUR'\N 

MEMUTUSK1\N: 

29. Peraruran Daerah Kabupaten Slernan Nornor i4 

Tahun 2012 tentarsg Perubahan Anggaran Pendapatan, dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Dacrah 

Kabupaten Steman Tahun 2012 Nornor 2 Serie A); 

30. Peraruran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 

Tahun 2013 tcntang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun Anggaran 2012 (Lernbaran Daerah 
Kabupaten -Sleman Tahun 2012. Nornor Seri A); 



Peraturan Bupati ini .mulai berlaku pada langgal dittndangkan. 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana tcrsebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupa}can bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan. Bupati ini. 

Pasal 5 

Penjabarsn laporan realisasi anggaran sebagairnana dimaksud dalam -Pasal 3 
tercantum dajam larnpiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan Iaperan realisasi anggaran sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut kc dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran stbagau:n.i.na dirnaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalarn larnpiran I Peraturan Bupati ini. 

c. Pembiayaan Daerah 

! . pel'lerimaan....................................... Rp 138.694.508.682,82 

2. pengeluaran • .. • . . . .. .. . . .. . . • .. • .. .. . . .. • .. . . . .,_R,..p,._. __,_l..._7~. 9"". 3"'6"'.'-'4""3'-'-7-'-'. 5"'0,,_l~,,_,4'""0 

J urnl ah pem biayaa n m: tto. . .. . . .. . . • . .. .. ,,_R,..p'----~l,.,2""'0""'.-'-7=5"'8"'"'. 0=-7~1,.,."'1""8-'-1~.4=2 
Sisa iebih pembiayaa_n anggaran tahun bcrkenaan .... Rp 28"9.079.874.715,22 

Pas.u 2 

2. belanja langsung 

a) belanja pegawai....... Rp 90.666.521.328,53 

b) belanja barang dan jasa ,. .. Rp 203.244·.891.404,66 

c) belan.ja modal -...... __,_R,..p'-- __ __.l-"'3"'2"'.5,,,3""6"-';='2"'52=.0'--'4-'4...,,0=0 

.Jumlah bclan ja li:ingsur1g....... .. . . . -"'R,.,,p'-------..:4.=2::,e6.,_.4,__4:..:7...,_.6"'-6,._4-'-' . .,.7...:.77...:.· ~l=. 9 

Ju m lah be Ian ja .. , .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . °"R"'p'-- __ l,... . ...,_4= 21,__.4'-"0'-"l'-'- . .,,.17:...;0e..:·-=8-'-7.,.5,_,, 3=3 

Surplus Rp 168.3.21.803.533,80 



BERITA DAERAT-1 KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERl :,. 

- '. 

·SEKRETARlS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

Diundangkan di Slernan 
pada ta.nggal 29 Agustus 2013 

SRIPURNOMO 

BUPATl SLEMAN, 

Agar setiap orang rnerrgetahuinya, rnemerirnahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalaru Berita Daerah Kabupaten Slcman. 

Ditetapkan di Sleman 
pada tanggal 29 !\gustus 2013 
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